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Menimbang : €i. bahrva daiart rangka menata dan rnenselaraskan pen-velenggaralln
tugas-tugas birlang Komunikasi dan informasi secara berda-r,'a guna rlar:
berhasil guna agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, uraka diperlukan penguatan kapasitas dan kapabilitas
sumi:er da]ra aparatur birlang Kornunikasi dan Inftrrmasi rlalam
mentlukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa mengingat kompleksr.l-ya berbagai permasalahan dalam
penyelenggaraan pernerintahan yang dihadapi oleh Pemerintah
Kabupaten Halmahera Barat khususnya dibidang Komunikasi rlan
Informasi serta untuk peningkatan kinerja Eupati, maka salrgat
rlibutuhkan kr:beradaan Staf Khusus Bupali Bidang Komunikasi dan
Infor-rnasi dalam mentlukung penyelenggaraan Pemerintahan Daera h;

c. bahr,va berdasarkan pertimbangan sebagaimana rlimaksud dalam hunif
a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan }Supati l-Ialmahera Barat
tentang Staf Khusus Bupati Halmahera Barat tsidang Idomunikasi dan
informasi lfalam Mendukung Penl'elenggaraan Pemerintahan llaerah
Kabupaten Haimahera Barat Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Unclang-
undang Nomor: 23 Darurat Tahun 1957 tentang ilembentukan Daerah*
daerah Swatantra'lingkat ii Daiam lVilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Ma luku menjacli Undar:g-undang;

2 Unclang-unriang Nonr.or 28 Tahun 1q99 kntang Pen_velenggaraan
Negara yang l:ebas dari Kolusi, Korupsi dan f{ep<itisme;

3" Undang-unriang Nomor 6 ii.ahun 2000 tentang Peruhahan atfi$
Undang*undang Nomor 46 Tahun 19QQ tentang Pember:tr-rkar: Pr'ovinsi
Maluku Utara, Kai:ripaten Buru rian Kabupaten Maluku Tt:ngg*.ra
lJarat;
Undang*ttndang Nomor 1 I'ahun 2003 tentang Pemlrentukan
KabLrpaten Halmahera Utara, Kabupaten Ilalmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten }lalrnahera Timur clan Kota
Tidore Kepuiauan di Provinsi Maluku Ut*rra;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keualrgan Negara;
Undang-undang Nomor 1 'lahun 2004 tentang Perbenclaharaan Negara;
Undang-undang Nomor 33 TahLrn 2OO4 tentang Perirnbangan
Keuangan antara Pemerintah trusat rlan Daerah;

8. Undang*undang Nr:mor 12 Tahun 201i tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- un dan gan;

9. Undang-undang Nomor 5 Tahun '2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

l0.Unclang-undang Nomor 23 Tahun 2A14 ftntang Pemerintahan []a*rah;
ll.Lindang-undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Adrninistrasi

Pemerintahan;
l2.Peraturan Femerintah lrilomor 55 Ta]run 2005 tentang Dana

Perirnhangan;
l3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;
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14.Peraturan Pemerintatr Nomor 12 Tahun '2A17 tent.ang Pemtiir:aan dnn
Pengarva san Penve le n ggaraan Pe merintahan Dae rah;

l5.Peraturan Pemerint-ah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloiaan
Ketangan Daerah;

16.Peraturan Presiclen Nomor 87 Tahun 2a14 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nornor 7'2 Tahun 2011 tentang
Pembeirtukan Peraturan Perundang-undangan;

l7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 12A Tahun 2018 tentar:g
Pen-ibahan Atas Peratura.n Menteri Dalam Negeri Nornor'80 Tahun 2015
t"entang Pembentukan Produk Hukum l)aerah;

tr8.Per:aturan Menteri llalam Negeri lt{omor 77 Tahun ' .A2A tenta*g
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

l9.Pera.tulan Daerali Kabupafen Halrnahera Barat Nomor 2 Tahun 2*?1
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten l{almahera l3arat
Nomor 6 Tahun Z9ft tentang Pembentilkan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabnpaten Haknahera Barat;

?0.Peraturan Daerah Kabupaten Halmatrera Rarat Nomor 5 Tahrln 2*22
tcntang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatelt
I{almahera Barat ?ahun Ar:ggaran '2*23;

2l.Peraturan Bupati tlalmahera Barat Nomor 69 Tahun 2A22 tentatg
Penjabaran APIID Kabripat-en I'ialmahera Barat Tahun Anggaran ZA'X.

MEMUTUSKAN :

Mengangkat Sandara A1TDRE DEMITRIUS, S.IP., M"A sebagai Staf
Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang Komunikasi dan Infor:nasi
Dalam Mendnkung Penyelen ggaraan Pemerintahan Dae ra h.

Masa kontrak kerja Staf Khtisus Bupati Bidang Komunikasi clan
Informasi Dnlam Menclukung Penyelenggaraalr Perirerj:rtahan Daerah
selama 12 Bulan terhitung mulai tanggal 1 Buian Januari sampai
dengan tanggal 31 Bulnn llesember Tahun 2A23"

Masa kontrak sebagaimana dirnaksud Diktum Kedua, sewaktu-lvaktu
dapat ditinjau dan/atau diakhiri trii:an:ana tidak sesuai dengaie
ketentuan peraturan perundang*undangan, trertentangan dengan
kebijakan pemerintah dan/atau bertentangan clengan hal-hal lain vang
bersilat teknis.

Staf Khusus Bupati Bidang Komunikasi dan Informasi llala*r
Menclukur:g Penveienggaruan Pemerintahan Daerah dapat rliLrenls*ln
tunjangan kine{a dengan besaran Rp. 5.OOO.OOO,- {Lima Juta
Rupiah).

Staf Khusus Bupati Bidang Komunikasi dan Infornasi Dalarn
Mendukung Penveleruggaraan Pemerintahan Daerah selain merrrpei:o1etr
Ilsk-hak sebagaimana dimaksud pada Dikturn Keclua dapat pui*
diberikan tambahsn penghasilan lain sepanjang tidak bertentangan
dengan perat.uran perundang-undangan yang berlaku deng;an
memperhatjkan kemampuan keuangan Daerah.

Staf Khusus Bupati Ridang l{omunikasi rlatn Infcrmasi Dalam
Mendukung Penyelenggaraan Pemer*intahan Daerah dapat cliberikar:
bantuan braya perjaianan dinas Dalam Daerah maupult Keiuar Daerah
{Dalam Negeri} ctisetarahkan dengan Peqjaianan Dinas Non PNS.

Staf Khusus Bupati Bidang Komunikasi dan Informasi Daiam
Mendrikung Pcn-v--elenggaraan Pemerintahan lJaerah mempunyai tugas
selragai ber-ikut. :

a. Memberikan bahan rnasukan, kajian dan perlimbangan c1alam
perumusan kebijakan Bupati Bidang Komunikasi dan Infrlrmasi
Dalam Penyelenggaraalr Perirerintahan Daerah yang mencakup
pelayanan administrasi, komunikasi dan pengeiolaan inforrnasi;
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b. Melaksanakan irlentifikasi dan analisis pokok permasalahan _vang
urgen dan strategis di biclang Komunikasi dan Infonnasi;

c. Men3,.usun perencarlaan, pelaksanaarr dan evaruasi terhadap
pelaksanaan kebijakan pemerintahan riaerah bidang Komunikasi
dan Informasi;

r.l. Memantau clan melakukan kajianlanalisis terhaciap kebijakan
Daerah bidang Komunikasi dan Informasi agar sesuai rlengan visi
dan Misi tsupati serta kebutr-rhan l)aerah;

r. Tugas-tugas khusus lain yang diberikan oleh Bupati.

staf Khusus Bupati Biriang Komunikasi clan Intbr-rnasi, rialam
menjalankan tugas berkoordinasi dengan sekretaris Daerah dan
melaporkan kepada Bupati.

Segala bia-va ]'ang akan tirnbul sebagai akitlat dikeluarkalrrlya
Keputusan ini diLrebankan pada Anggaran pendapatan dan tlelarrjr.l
Daerah {APBD} Pos Anggaran Dinas Kominfo, statistik dan persandian
Kabupaten Hairnahera Barat Tzlhun Anggar-an 2O2S.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

24',23

RA BARAT,

Tembussn: Disampaikan kepada Yth ;

1. Sekretaris Daerah Ka.b. Halmahera Barat di Jailolo,
2. inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jaiiaio,
3. Kepala BPKD Kab. Haimahera Rarat di Jailolo,
1" Yang bersamgkutan untuk diketahui.

Ass. Bid. Eko. & Pembangunan
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